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ABSTRAK 

 

 Pertanggung jawaban sosial perusahaan menjadi 

sebuah isu penting pada saat ini. Pertanggung jawaban sosial 

selanjutnya disebut CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan 

inti dari dasar etika bisnis bagi setiap perusahaan. Falah sebagai tujuan 

ekonomi Islam dan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi ini 

memberikan dasar perusahaan bahwa perusahaan tidak hanya 

bertujuan mencapai keuntungan semata, dan tidak hanya bertanggung 

jawab kepada stakeholder (pemegang saham), tapi ada pihak-pihak 

lain, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam shariah enterprise theory 

: pertanggungjawaban kepada Allah (vertikal), dan 

pertanggungjawaban horizontal pada umat manusia dan lingkungan 

alam. Serta dengan adanya saham index syariah yang mewajibkan 

perusahaan-perusahaan di dalam saham index syariah harus 

menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga 

dalam hal ini peneliti memandang perlu meneliti kesesuaian konsep 

syariah pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri 

dalam laporan pertanggung jawaban sosial berdasarkan prinsip Shariah 

Enterprise Theory.  

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 

pengungkapan Corporate Social Respnsibility pada Bank BRI Syariah 

dan Bank Syariah Mandiri Periode 2019-2020?, (2) Bagaimana 

Pelaporan Corporate Social Respnsibility Bank BRI Syariah dan  

Periode 2019-2020 apakah sudah sesuai dengan konsep tanggungjawab 

sosial berdasarkan perspektif Shariah Enterprise Theory?, (3) 

Bagaimana Pelaporan Corporate Social Respnsibility BBank Syariah 

Mandiri Periode 2019-2020 apakah sudah sesuai dengan konsep 

tanggungjawab sosial berdasarkan perspektif Shariah Enterprise 

Theory?. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan 

menjelaskan inormasi-informasi apa saja terkait tanggungjaab sosial 

perusahaan yang diungkapkan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah 

Mandiri Periode 2019-2020, (2) Untuk menganalisis kesesuaian antara 



 
 

iii 
 

informasi terkait dengan tanggungjawab social yang diungkapkan Bank 

BRI Syariah  Periode 2019-2020 dengan konsep pengungkapan 

Corporate Social Resposibility berdasarkan Shariah Enterprise Theory, 

(3) Untuk menganalisis kesesuaian antara informasi terkait dengan 

tanggungjawab social yang diungkapkan Bank Syariah Mandiri Periode 

2019-2020 dengan konsep pengungkapan Corporate Social 

Resposibility berdasarkan Shariah Enterprise Theory.   

 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kulaitatif, dan data yang di analisis adalah data  Corporate Social 

Responsibility yang terdapat pada  annual  report PT Bank BRI 

Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri tahun 2019-2020. Untuk 

mengetahui tingkat pengungkapan kinerja sosial perusahaan 

berdasarkan Shariah Enterprise Theory , dengan teknik pengumpulan 

data berupa teknik dokumentasi dan studi pustaka.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum, Bank 

BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri sudah melaksanakana ke-

empat sub item Syariah Enterprise Theory, yaitu akuntabilitas vertikal  

kepada  Tuhan,  Akuntabilitas  horizontal  kepada  nasabah, 

akuntabilitas horizontal kepada  karyawan, dan akuntabilitas horizontal 

kepada alam. Hanya saja belum melengkapi setiap dimensi sub item 

tersebut.  Skor  pengungkapan  tertinggi yang diperoleh yaitu  

93.7%  pada  Bank  BRI Syariah tahun 2020 dan 87.5%  pada tahun 

2019 dan keduanya mendapat predikat sangat Informatif. Sedangkan 

Bank Syariah Mandiri memperoleh skor 75% pada tahun 2019 dan 

2020 dengan memperoleh predikat  sangat informatif. 

 

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility , Bank Syariah, 

Shariah Enterprise Theory 
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ABSTRACT 

 Corporate social responsibility has become an important 

issue at this time. Social responsibility, hereinafter referred to as CSR 

(Corporate Social Responsibility) is the core of the basic business 

ethics for every company. Falah as the goal of Islamic economics and 

the position of humans as caliphs on this earth provides the company's 

basis that the company does not only aim to achieve profit, and is not 

only responsible to stakeholders (shareholders), but there are other 

parties, namely as stated in shariah. enterprise theory: accountability to 

God (vertical), and horizontal accountability to mankind and the natural 

environment. As well as the existence of sharia index shares which 

require companies in sharia index shares to carry out their activities in 

accordance with sharia principles. So in this case the researcher 

considers it necessary to examine the suitability of the sharia concept at 

PT Bank BRI Syariah and PT Bank Syariah Mandiri in social 

responsibility reports based on the principles of Shariah Enterprise 

Theory. 

 The formulation of the problem in this study are: (1) How is the 

disclosure of Corporate Social Responsibility at BRI Syariah Banks and 

Mandiri Syariah Banks for the 2019-2020 period?, (2) How is the 

Corporate Social Responsibility Reporting of BRI Syariah Banks and 

the 2019-2020 period in accordance with the concept social 

responsibility based on the perspective of Shariah Enterprise Theory?, 

(3) How is the Corporate Social Responsibility Reporting of BBank 

Syariah Mandiri for the 2019-2020 period in accordance with the 

concept of social responsibility based on the perspective of Shariah 

Enterprise Theory?. The purposes of this study are: (1) To find out and 

explain any information related to corporate social responsibility 

disclosed by Bank BRI Syariah and Bank Syariah Mandiri for the 2019-

2020 period, (2) To analyze the suitability of information related to 

social responsibility disclosed Bank BRI Syariah for the 2019-2020 

period with the concept of disclosure of Corporate Social 

Responsibility based on Shariah Enterprise Theory, (3) To analyze the 

suitability of information related to social responsibility disclosed by 
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Bank Syariah Mandiri for the 2019-2020 period with the concept of 

disclosure of Corporate Social Responsibility based on Shariah 

Enterprise Theory. 

 This research method uses a qualitative descriptive approach, 

and the data analyzed is Corporate Social Responsibility data contained 

in the annual reports of PT Bank BRI Syariah and PT Bank Syariah 

Mandiri in 2019-2020. To determine the level of disclosure of corporate 

social performance based on Shariah Enterprise Theory, data collection 

techniques are in the form of documentation and literature studies. 

 The results of this study indicate that in general, Bank BRI 

Syariah and Bank Syariah Mandiri have implemented the four sub-

items of Syariah Enterprise Theory, namely vertical accountability to 

God, horizontal accountability to customers, horizontal accountability 

to employees, and horizontal accountability to nature. It's just that it 

hasn't completed each of the sub-item dimensions. The highest 

disclosure score obtained was 93.7% at BRI Syariah Bank in 2020 and 

87.5% in 2019 and both received the very Informative predicate. 

Meanwhile, Bank Syariah Mandiri received a score of 75% in 2019 and 

2020 by obtaining a very informative predicate. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Sharia Bank, Shariah 

Enterprise Theory 
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MOTTO 

 

هُوَ شَرٌّ  ٰٓى انَْ تحُِبُّوْا شَيْ ـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَس  ٰٓى انَْ تكَْرَهُوْا شَيْ ـًٔا وَّ وَعَس 

ُ يعَْلمَُ وَانَْتمُْ لََ تعَْلمَُوْنَ   لَّكُمْ ۗ وَاّللّ 

(QS. Al-Baqarah 261) 

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu 

dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk 

bagimu,  Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak 

mengetahui."
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya 

(bandung: cv penerbit diponegoro, 2010), h. 44. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman alam 

memahami judul skripsi ini, Maka penulis perlu menjelaskan 

terlebih dahulu beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam 

judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini ialah ―ANALISIS 

PELAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF 

SHARIAH ENTERPRISE THEORY” (Studi Pada Laporan 

Tahunan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri 

Periode 2018-2019). Istilah-istilah tersebut adalah : 

 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiw 

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Corporate Social Responsibility ialah suatu konsep tentang 

bagaimana suatu perusahaan berusaha dalam 

mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan pemangku 

kepentingan atas dasar “Voluntary” dalam melakukam 

aktivitas usahanya.
2
  

3. Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang 

operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan 

pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, 

bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya 

                                                             
1 Deparemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonessia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), h. 44. 
2 Pregnandia Ladina, Topo Wijono, ―Analisis Pelaporan Corporate Social 

Responsibility Pada Perusahaan Induk Dan Subsidiary Tahun 2014 (Studi Pada 
Perusahaan Induk Dan Subsidiary Yang Terdaftar Di BEI Dan Menggunakan Pedoman 

GRI G4)‖, Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, Vol.  41, No. 1, Tahun 

2016, h. 1. 

1 



2 
 

dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoprasiannya disesuaikan dengan prisip syariat islam.
3
 

4. Shariah Enterprise Theory ialah konsep yang 

dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat yang pada 

dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Konsekuensi 

dari nilai keseimbangan ini menyebabkan Shariah 

Enterprise Theory memiliki kepedulian yang besar pada 

Stakeholders yang luas. Menurut Shariah Enterprise 

Theory, Stakeholders meliputi Tuhan, manusia dan alam.
4
 

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka penulis 

menegaskan bahwa judul dari skripsi ini adalah Analisis 

Pelaporan Corporat Social Responsibility Perbankan 

Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi 

Pada Laporan Tahunan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah 

M andiri Periode 2018-2019). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian antara CSR pada kedua perusahaan 

tersebut dengan konsep Shariah Enterprise Theory. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi seperti sekarang ini tentu saja 

menciptakan persaingan bisnis yang amat ketat dan juga 

dihadapkan oleh tantangan yang menyentuh dari berbagai 

macam aspek. Berbicara mengenai perseroan, tidak terlepas 

dari tujuan perseroan itu sendiri, perseroan yang didirikan 

dengan latar belakang kebutuhan social tumbuh dan 

berkembang dengan tujuan utamanya yaitu profit. Seiring 

dengan tujuan utama perseroan, perkembangan dunia usaha 

saat ini tidak terlepas dari limgkungan eksternalnya. 

Lingkungan eksternal yang dimaksud disini mengacu pda 

lingkungan di lua perseroan. Dalam mengejar keuntungan, 

perseroan juga harus memperhatikan masyarakat dan 

                                                             
3 Muhamad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah",  (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2016), h. 1. 
4
 Iwan Triyuwono, ―Mengangkat Sing Liyan Untuk Formulasi Nilai Tambah 

Syariah",  Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 2, No. 2, Tahun 2011, h.188. 
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lingkungan sekitar agar kegiatan yang dilakukan oleh perseroan 

dapat berjalan secara seimbang. Sehingga hal ini memunculkan 

sebuah konsep yang didasarkan oleh tanggung jawab social 

atau yang sering disebut dengan istilah (CSR) Corporate Social 

Responsibility.  

Konsep tanggung jawab social mengemuka sejak sekitar 

tahun 1990-an yang berawal dari konsep kekayaan di Amerika 

Serikat. Pada waktu itu Andrew Cameige, pendiri perusahaan 

U.S.Steel, yang pada 1889 menerbitkan buku berjudul The 

Gospel of Wealth mengemukakan pemikiran klasik mengenai 

tanggung jawab social perusahaan. Pemikiran Cameige 

didasarkan pada dua prinsip pokok; pertama prinsip amal, dan 

kedua prinsip mengurus harta orang lain. Keduanya bersifat 

paternalistik, mereka memandang pemilik bisnis memiliki 

peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya.
5
 

Di Indonesia sendiri, pengembangan praktek dan 

pengungkapan CSR mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu 

dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan 

pengungkapan CSR melalui Undang-Undang Perseroan 

Terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada pasal 66 

ayat (2) bagian C disebutkan bahwa selain menyampaikan 

laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan 

dalam pasal 74 dijelaskan bahwasanya kewajiban untuk 

melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan bagi 

perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber 

daya alam.
6
 

Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam 

Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 pasal 

15 bagian b, pasal 17 dan pasal 34. Pada pasal 15 bagian b 

                                                             
5 Poerwanto, "New Bussines Administration",  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), h.84. 
6 Marthin Marthin et all., ―Implementasi Prinsip Corporate Social 

Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas‖,  Journal of Private and Commercial Law, Vol. 1, No. 1, Tahun 
2018, h. 112. 
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disebutkan bahwa setiap pennam modal wajib melaksanakan 

tanggung jawab sosial peusahaan, pada pasal 17 di jelaskan 

bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam 

yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara 

bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standard 

kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan pada pasal 34 disebutkan bahwa badan usaha atau 

usaha perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang 

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam 

pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif.
7
 

Social Responsibility memiliki pengaruh baik bagi 

masyarakat dan ekonomi. Biaya sosial yang ditanggung 

perusahaan kondusif unuk meningkatkan kinerja sosial, yaitu 

meningkatkan legitimasi dan mengurangi keluhan dari 

pemangku kepentingan (Stakehokder). Selain itu, biaya sosial 

juga dapat meningkatkan citra, baik di pasar komoditas maupun 

pasar modal.
8
 

Meskipun Social Responsibility memiliki manfaat sosial 

(Social Consesquences) dan ekonomi (Economic 

Consesquences), perusahaan memiliki pandangan yang 

berbeda. Perbedaan persepsi tersebut berbanding terbalik, yaitu 

beberapa perusahaan percaya bahwa tanggung jawab sosial 

perusahaan bukanlah kewajiban mereka. Bahkan, tanggung 

jawab sosial melibatkan biaya yang besar yang sebenarnya 

mengganggu profitabilitas perushaan. Pada saat yang sama, 

terdapat kelompok pelaku bisnis yang beranggapan bahwa 

tanggung jawab sosial adalah investasi jangka panjang, yang 

kondusif untuk meningkatkan citra dan legitimasi, sehingga 

dapat digunakan sebagai landasan bagi konstruksi strategi 

                                                             
7
 Otoritas Jasa Keuangan, ―Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2007‖. 
8 Nor Hadi, "Corporate Social Responsiility",  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), h. 65. 
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perusahaan.
9
 Yusuf Wibisono memetakan cara pandang 

perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial ke dalam 

tiga persepsi, yaitu : 

Pertama, perusahaan melakukan tanggung jawab sosial 

sekedar basa-basi dan keterpaksaan. Artinya, perusahaan 

melakukan tanggung jawab sosial lebih karena mematuhi 

anjuran peraturan dan perundangan, mauun tekanan eksternal 

(external driven). Di samping itu, perusahaan melakukan 

tanggung jawab juga untuk membangun image positif, sehigga 

tanggung jawab sosial bersifat jangka pendek, karitatif, dan 

insidental. Contoh riil adalah pelaksanaan bantuan saat bencana 

alam, dimaksudkan untuk meningkatkan simpati terhadap 

perusahaan. Kegiatan tersebut tidak sampai mendorong 

penguatan kehidupan masyarakat pasca bencana.
10

 

Kedua, tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam 

rangka memenuhi kewajiban (Complience). Disini, tanggung 

jawab sosial dilakukan atas dasar anjuran regulasi yang harus 

dipatuhi, seperti Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang 

perseroan terbatas, keputusan menteri BUMN Nomor KEP-

04/MBU/2007 tentang program Kemitraan Badan Usaha Milik 

Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, 

peraturan Stock Echange Comission, dan sejenisnya.
11

 

Ketiga, perusahaan melakukan tanggung jawab sosial 

bukan hanya sekedar compliance namun beyond compliance. 

Disini, tanggung jawab sosial didudukan sebagai bagian dari 

aktivitas perusahan. Social Responsibility tumbuh secara 

internal (internal driven). Sikap tebuka dalam memandang 

tanggung jawab sosial telah masuk dalam berbagai ranah. 

Tanggung jawb perusahaan tidak hanya diukur dari economic 

measurement, namun juga sebagai upaya mematuhi peraturan 

                                                             
9 Ibid., h. 65-66 
10 Yusuf Wibisono, Membedah Konsep Dan Aplikasi Corporate Social 

Responsibility (Gresik: Fascho Publishing, 2007), h. 57. 
11 Ibid., h. 59. 
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dan perundangan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan.
12

 

Konsep tanggung jawab sosial telah disebutkan dalam 

kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadist diantaranya sebagai berikut 

: 

(Q.S. Al-Isra ayat 36)  

 

ى ِلَ 
عَ وَاىْبصََرَ وَاىْفؤَُادَ مُوُّ اوُى ٰۤ َْ َُّ اىسَّ ٌٌ اِۗ ب ىيَْسَ ىلََ بهِٖ عِيْ ٍَ وَلََ تقَْفُ 

سْ ـُ  ٍَ ْْهُ  َُ عَ ٦٣ -ىْلَا مَب  

 

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan dimintai pertanggung 

jawabannya”.
13

 

 

 (Q.S. Al-Muddassir ayat 38) 

 

ب مَسَبتَْ رَهِيْْتٌٌَۙ  ََ ٦٣ -مُوُّ ّفَْس ٍۢ بِ  

   

 “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah 

dilakuannya”.
14

  

 

 (Hadist Riwayat Abdullah ibn Umar) 

 

ٌَ قبَهَ: ألَََ  ُ عَييَْهِ وَسَيَّ ِ صَيًَّ اللََّّ َُّ رَسُىهَ اللََّّ رَ أَ ََ ِِ عُ ِ بْ ِْ عَبْذِ اللََّّ عَ

ِْ رَعِيَّتهِِ  سْئىُهٌ عَ ٍَ  ٌْ ٌْ رَاع  وَمُيُّنُ  مُيُّنُ
  

 

“Hadist dari Abdullah Ibn Umar bahwa dia 

mendengar Rasullah telah bersabda: “Setiap kalian 

                                                             
12 Ibid., h. 60. 
13 Departemen Agama Republik Indonesia, " Al-Quran Dan Terjemahnya" , 

(Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010), h. 283. 
14 Ibid., h. 575. 
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adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta 

pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”.15  

 

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa setiap segala 

sesuatu yang kita perbuat pasti akan dimintai 

pertanggungjawabanya kelak di akhirat, dan setiap manusia 

maupun entitas bisnis khususnya perbankan syariah harus 

melakukan tanggungjawabnya dengan baik.  

Beberapa penelitian menyebutkan bentuk pelaksanaan 

tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh bank syariah masih 

dianggap sebagai alat untuk membentuk citra perusahaan 

semata yang ujungnya akan menguntungkan pihak perusahaan. 

Kondisi yang demikian bertolak belakang dengan filosofi 

perbankan syariah yang berlandaskan prinsip syariah yang 

mendorong untuk beroprasi dengan landasan moral, etika, dan 

tanggungjawab soial.   

Corporate Social Responsibility yang diungkapkan 

oleh kedua Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri pada 

periode sebelum 2019-2020 tidak banyak menyebutkan aspek-

aspek yang telah dilakukan oleh kedua bank tersebut terkait 

tanggungjawab sosialnya hal ini telah tertuang dalam annual 

report dari masing-masing bank  di atas, pada tahun 2019 ke 

belakang tanggungjawab yang dikeluarkan oleh kedua bank ini 

masih cukup kurang untuk memenuhi semua bidang atau aspek-

aspek seperti pada yang tertuang dalam annual report Bank 

BRI Syriah dan Bank Syariah Mandiri tahun 2019-2020 yakni 

pelestarian lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan dan 

keselamata kerja, pengembangan bidang sosial dan 

kemasyarakatan, dan terhadap pelanggan.
16

   

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa 

disebut dengan istilah Financial Intermediary. Artinya, 

lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya 

                                                             
15

 Ibid., 
16 Pradnyarani Dewi, ―Bentuk Implementasi Tanggung Jawab Sosial Pada 

Bank Syariah,‖ Lingkungan dan Pembangunan 4, no. 1 (2020): 67. 
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berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank 

akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan 

alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Perbankan 

syariah adalah bank yang beroprasi dengan tidak mengandalkan 

bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa 

Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang oprasional 

dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan 

Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran 

serta perearan uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan 

prinsip syariat islam.
17

 

Bank syari’ah di tanah air mendapat pijakan yang kokoh 

setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. 

Hal ini dikarenakan sejak saat itu diberikan keleluasaan 

penentuan tingkat suku bunga, termsuk nol persen (atau 

peniadaan bunga sekaligus). Sungguhpun demikian kesempatan 

ini belum termanfaatkan Karen tidak diperkenankannya 

pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 

1988 dimana pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang 

memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi 

perbankan syari’ah semakin pasti setelah disahkan UU 

Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan 

untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari 

nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi 

hasil. Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank 

bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa ―bank 

bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak 

berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank 

yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil 

tidak diperkenankan melkukan kegiatan usaha, berdasarkan 

prinsip bagi hasil‖ (pasal 6), maka jalan bagi oprasional 

perbankan syari’ah semakin luas. Kini titik kulminasi telah 

                                                             
17

 Muhamad, Loc.Cit. 
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tercapai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang 

akan mendirikan bank syari’ah maupun yang ingin 

mengkonversi dariu system konvensional menjadi system 

syari’ah. Untuk merespon semakin cepatnya pertumbuhan 

perbankan syari’ah di Indonesia, maka pemerintah kemudian 

melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syari’ah.
18

 

Secara umum, perbankan syari’ah di Indonesia terbagi 

menjadi tiga yaitu Bank Umum Syari’ah (BUS), Unit Usaha 

Syari’ah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah 

(BPRS). Menurut UU No 21 Tahun 2008 bank syari’ah 

merupakan lembaga bank yang melaksanakan kegiatan 

oprasionalnya berdasarkan prinsip syari’ah dan menurut 

jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank 

Pengkreditan Rakyat Syari’ah. Sedangkan UUS merupakan 

unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang 

melakukan kegiatannya menggunakan prinsip Syari’ah. 

Ketiganya merupakantolak ukur dalam menentukan 

perkembangan perbankan syari’ah yang ada di Indonesia.
19

 

Sampai saat ini perkembangan jumlah pebankan syari’ah 

di Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS dan BPRS akan 

ditunjukkan dengan grafik 1.1 dan 1.2 berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Ibid., h. 3-7 
19 Otoritas Jasa Keuangan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008". 
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Sumber Data Sekunder : Otoritas Jasa Keuangan (Data Diolah 2021) 

Gambar 1.2 

Grafik Jumlah Kantor Bank Di Indonesia  

Tahun 2016-2020\ 
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percepatan pertumbuhan industry perbankan syariah nasional. 

Sampai saat ini pertumbuhan industry perbankan syariah 

nasional didorong oleh otorias jasa keuangan, yaitu otoritas jasa 

keuangan menuju industry perbankan syariah yang kuat, sehat, 

berkelanjutan dan berkontribusi positif dalam mendukung 

pembangunan ekonomi yang berkualitas.
20

 

Bank syariah sebagai sebuah entitas bisnis harus 

mengedepankan adanya keterbukaan kejujuran, keadilan, dan 

kewajaran. Terkait hal ini, islam menawarkan sebuah aturan 

yang komperhensif, mengenai Trasparency dan 

pertanggungwaban dari sebuah entitas yang nerupakan bagian 

tak terpisahkan dari Social Community, dimana sebuah entitas 

tidak hanya sekedar dituntut untuk melakukan tagging 

jawabnya terhadap Stakeholder, pemerintah kreditor dan 

masyarakat saja tetapi yang lebih diutamakan adalah adanya 

sebuah kewajiban untuk melakukan tanggung jawab terhadap 

Allah SWT. Bank syariah sebagai sebuah entitas bisnis yang 

berkomitmen untuk menjalankan segala bentuk oprasional 

bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai serta prinsip syariah 

seharusnya mampu mengaplikasikan pertanggungjawabannya 

secara menyeluruh.
21

 Peran sosial bank syariah dan tuntutan 

terhadap pertanggungjawaban menyeluruh kepada Allah SWT, 

manusia, dan alam semesta ini merupakan alasan pentingnya 

dalam pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan 

(CSR).         

Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam hal ini yaitu bank syariah, 

adalah Shariah Enterprise Theory (SET). Hal ini karena dalam 

SET Allah merupakan sumber utama. Sedangkan sumber daya 

yang dimiliki para Stakeholders ialah amanah yang di dalamnya 

                                                             
20 Hani Werdi Apriyanti, ―Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di 

Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan‖, Jurnal Maksimum, Vol.7,  No. 1, Tahun 

2019, h.16. 
21 Dwi Sudaryati dan Yunita Eskadewi, ―Pengaruh Corporate Governance 

Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility Di Bank Syariah,‖ 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.  11, No. 1, Tahun 2012, h. 14. 
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melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakannya dengan 

cara dan tujuan yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai 

pemberi amanah.
22  

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

tanggungjawab sosial perusahaan pada PT Bank BRI Syariah 

dan Bank Syariah Mandiri apakah sudah sesuai dengan konsep 

SET mengingat telah begitu banyak bantuan sosial yang telah 

begitu banyak dilakukan oleh kedua bank tersebut. Dengan ini 

peneliti mengangkat judul : ―Analisis Pelaporan Corporate 

Sosial Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif 

Shariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan 

Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Periode 2019-

2020)‖.   

 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah merupakan suatu upaya untuk 

menetapkan batas-batas masalah dalam penelitian agar lebih 

jelas, sehingga dengan mudah dapat ditemukan masalah yang 

termasuk dan masalah yang tidak termasuk dalam penelitian. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti telah 

membatasi sejumlah permsalahan yang akan diteliti untuk 

menghindari dari penyimpangan dalam penelitian serta untuk 

lebih memperjelas penelitian, diantaranya : 

1. Penelitian dilakukan pada 2 Bank Umum Syari’ah yaitu, 

Bank BRI Syariah dan Bank Syari’ah Mandiri  

2. Rentang waktu penelitian ini ialah 2 tahun yaitu tahun 

2019-2020 

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data 

sekunder yang dimana data tersebut diperoleh dari laporan 

keuangan Bank Umum Syaria’ah yang terdapat pada 

website resmi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) 

 

                                                             
22 Inten Meutia, "Menata Pengungkapan CSR Di Bank Islam Suatu 

Pendekatan Kritis", (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2010), h. 50. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaporan Corporate Social Responsibility pada 

Bank BRI Syari’ah Periode 2019-2020? 

2. Bagaimana pelaporan Corporate Social Responsibility pada 

Bank Syari’ah Mandiri Periode 2019-2020? 

3. Bagaimana pelaporan Corporate Social Responsibility 

Bank BRI Syari’ah dan Bank Syari’ah Mandiri Periode 

2019-2020 apakah sesuai dengan konsep tanggungjawab 

sosial berdasarkan perspektif  Shariah Enterprise Theory? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Pada umunya suatu penelitian memiliki tujuan guna 

menambah wawasan pemikiran terhadap objek yang dikaji. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas 

maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan informasi-informasi 

apa saja terkait tanggung jawab sosial perusahaan yang 

diungkapkan Bank BRI Syari’ah Periode 2019-2020. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan informasi-informasi 

apa saja terkait tanggung jawab sosial perusahaan yang 

diungkapkan Bank Syari’ah mandiri Periode 2019-2020. 

3. Untuk menganalisis kesesuaian antara informasi terkait 

dengan tanggung jawab sosial yang diungkapkan Bank BRI 

Syari’ah dan Bank Syari’ah Mandiri dengan konsep 

pengungkapan Corporate Social Responsibility 

berdasarkan Shariah Enterprise Theory 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada penulis maupun pihak lain. Sehingga dapat 

memberikan sumbangan pemikiran akademik bagi penelitian 

selanjutnya. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah : 

a. Bagi Penulis 
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Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

serta memberikan informasi terkait pelaporan Corporate 

Social Responsibility perbankan syari’ah dalam perspektif 

Shariah Enterprise Theory 

b. Bagi Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

karya ilmiah untuk mendukung program wacana keilmuan 

perputakaan Universitas Islam Negri Raden Intan 

Lampung, serta diharapkan pula dapat menjadi rujukan 

pada penelitian selanjutnya mengenai Analisis Pelaporan 

Corporate Social Respinsibility Perbankan Syari’ah dalam 

Perspektif Shariah Enterprise Theory 

c. Bagi Perbankan Syari’ah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan 

memberikan masukan pada lembaga keuangan khususnya 

bank syari’ah yang ada di Indonesia. 

 

G.  Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini adalah : 

1. Ely Dazia, Dian Maulita, dan Dien Sefty Pramita, ―Analisis 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dalam 

Laporan Tahunan Terhadap Koefisien Respon Laba 

Akuntansi‖ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) dalam Laporan Tahunan terhadap Koefisien Respon 

Laba Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di LQ45 Pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2017.Populasi penelitian berjumlah 45 perusahaan, dan 

diambil sampel sebanyak 40 sampel penelitian dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkanPengungkapan Corporate 

Social Responsibility berpengaruh terhadap Koefisien 

Respon Laba Akuntansi.. Hal ini membuktikan bahwa 

informasi Corporate Social Responsibility (CSR) 
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digunakan dan dipercaya investor untuk pengambilan 

keputusan dalam penanaman modal..
23

 

2. Omi Pramiana dan dan Nur Anisah, Implementsi 

Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif 

Shariah Enterprie Theory‖ menyimpulkan bahwa BMT 

Maslahah telah melaksanakan Corporate Social 

Responsibility Akuntablitas vertikal terhadap Allah SWT 

yang dapat dianggap sebagai upaya koprasi untuk 

memenuhi prinsip syari’ah antara lain dapat dilihat melalui 

keberadaan opini Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Selain 

itu, BMT Maslahah juga telah melakukan Corporate Social 

Responsibility Akuntabilitas horizontal terhadap nasabah 

dan Akuntabilitas horizontal indirek stakeholder.24
 

3. Hardiani, Pengaruh Corporate Social Responsibility 

terhadap Brand Image (Citra Perusahaan) Studi Pada PT. 

Bank BRI Tbk (Persero) Cabang Makassar‖ Peneletian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif Infrensial, 

diperoleh kesimpulan bahwa Corporate Social 

Responsibility pada PT. Bank BRI Tbk (Persero) cabang 

Makassar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Brand Image (Citra Perusahaan).
25

 

4. Dori Novarela ―Corporate Social Responsibility dalam 

perspektif Shariah Enterprise Theory” dengan indikator-

indikator tersebut menyatakan hasil bahwa pada tahun 2013 

Bank BRI Syariah mendapatkan persentae sebesar 100% 

dalam sub item akuntabilitas vertikal (Allah SWT), 100% 

                                                             
23 Ely Dazia, Dian Maulita, dan Dien Sefty Faramita, ―Analisis 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan 
Terhadap Koefisien Respon Laba Akuntansi‖, Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsera, 

Vol. 1, No. 1,  Tahun 2019, h. 40. 
24 Omi Pramiana dan Nur Anisah, ―Implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory‖, Jurnal STIE PGRI 
Dewantara, Vol. 13, No. 2, Tahun 2018, h. 169. 

25 Hardiani, ―Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap 

Brand Image (Citra Perusahaan) Studi Pada PT. Bank BRI Tbk (Persero) Cabang 

Makassar‖, Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi),  No. XIX, Tahun 
2016, h. 50. 
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dalam sub item akuntabilitas horizontal (Nasabah), 75% 

dalam sub item akuntabilitas horizontal (karyawan), dan 

16.7% dalam sub item akuntabilitas horizontal (alam). 

Sedangkan Bank Syariah Mandiri mendapatkan persentase 

sebesar 100% dalam sub item akuntablitas vertikal (Allah 

SWT), 80% dalam sub item akuntabilitas horizontal 

(nasabah), 100% dala sub item akuntabilitas horizontal 

(karyawan), dan 50 % dalam sub item akuntabilitas 

horizontal (alam). 
26

 

5. Revi Arvamain, ―Pelaporan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan Menggunakan Global 

Reporting Initiative (GRI)‖ dengan kesimpulan bahwa 

pelaporan Corporate Social Responsibility yang memakai 

standard GRI, maka laporan tersebut tidak hanya 

menginformasikan mengenai proses pelaksanaan CSR, 

namun juga memperkenalkan kepada masyarakat luas 

mengenai profil dan strategi perusahaan serta pendekatan 

manajemen yang dilakukan serta manfaat lain yang dapat 

menghasilkan keuntungan secara ekonomis.
27

 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini adalah : 

a. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu 

Corporate Social Responsibility, Perbankan Syariah, 

dan Shariah Enterprise Theory. 

b. Pengambilan studi ditujukan pada Bank BRI Syariah 

dan Bank Syariah Mandiri pada periode 2019-2020. 

 

H. KERANGKA PIKIR  

Kerangkan pikir merupakan sebuah gambaran 

konseptual yang menjelaskan bagaimana hubungan antar 

                                                             
26 Dori Novarela dan Indah Mulia Sari, ―Corporate Social Responsibility 

dalam perspektif Shariah Enterprise Theory” , Jurnal Akuntansi dan Keuangan 

Islam, Vol. 2, No.2, Tahun, 2015. h. 145. 
27 Revi Arvamaini, ―Pelaporan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dngan 

Menggunakan Global Reporting Intiative (GRI),‖ Jurnal Manajemen Kinerja, Vol. 2, 
No. 2, Tahun 2016, h. 1. 
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variabel yang akan diteliti serta menjelaskan bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai macam faktor yang telah di 

identifikasi sebagai masalah.
28

 Berikut gambaran kerangka fikir 

dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

                                                             
28 Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D", 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h.7. 

Al-Qur’an dan As-Sunnah 

Pelaporan Corporate Social Responsibility 

Bank Syari’ah 

Shariah Enterprise Theory 

Akuntabilitas Vertikal Akuntabilitas Horizontal  

Analisis Pembahasan 

Kesimpulan 
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Berdasarkan gambar 1.1, Al-Qur’an dan As-Sunnah 

menjadi landasan utama dari Perbankan Syariah. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa variabel Pelaporan 

Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam 

Perspektif  Shariah Enterprise Theory. Dimana dalam konsep 

Shariah Enterprise Theory  memberikan tanggungjawabnya 

secara Vertikal dan Horizontal.  
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. Corporate Social Responsibility  

1. Pengertian, Strategi dan Dasar Hukum Corporate Social 

Responsibility 

a. Pengertian Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility dalam 

perspektif  islam menurut AAOIFI yaitu semua 

kegiatan yang dilakukan oleh institusi keuangan 

syaariah dalam memenuhi kepentingan ekonomi, 

religious, etika, hukum, dan discretionary 

responsibilities. Hal  ini berhubungan dengan 

tanggungjawab religius yang  melekat  pada bank 

syariah untuk  mematuhi  kewajibannya berdasarkan 

syariat dalam melakukan  seluruh kegiatan 

oprasionalnya.
29

   

“Corporate Social responsibility (CSR) has been in 

the focus for several decades, making it a natural 

object of reflection and review”. 

Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) telah 

menjadi fokus selama beberapa dekade, 

menjadikannya objek refleksi dan tinjauan alami.
30

 

Saat ini, keterlibatan CSR membutuhkan kesadaran 

pemangku kepentingan yang lebih lengkap dan 

berkelanjutan serta strategi komunikasi CSR modern 

yang lebih baik. Hal ini juga mempertajam 

                                                             
29 Desy Retma Sawitri, Ahmad Juanda, and A Waluya Jati, ―Analisis 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia 

Berdasarkan Islamic Social Reporting Index‖,  Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 
Vol. 15, No. 2, Tahun 2017, h. 984. 

30 Hildegunn Mellesmo Aslaksen, Clare Hildebrandt, and Hans Chr. Garmann 

Johnsen, ―The Long-Term Transformation of the Concept of CSR: Towards a More 

Comprehensive Emphasis on Sustainability,‖ International Journal of Corporate Social 
Responsibility 6, no. 1 (2021). 
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pentingnya CSR dan keterlibatan pemangku 

kepentingan di antara bisnis di seluruh dunia.
31

    

Corporate Social responsibility telah di 

definisikan oleh para sarjana yang berbeda dalam 

berbagai cara. Misalnya, Corporate Social 

responsibility umumnya didefinisikan sebagai 

―tindakan yang muncul untuk memajukan beberapa 

kebaikan social, di luar kepentingan perusahaan dan 

yang diwajbkan oleh hukum.
32

 Perusahaan 

mempraktikan tanggungjawab socialnya dengan 

mengedepankan kepentingan publik yang terutama 

menjadi pertumbuhan dan perkembangan msyarakat 

sebagai keseluruhan perlakuan terhadap manusia 

dan lingkungan.
33

   

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau 

Corporate Social Responsibility telah dikenal sejak 

tahun 1970-an yang dimana program tanggung 

jawab sosial ini menjadi alat perusahaan untuk 

berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Menurut 

ISO 26000 CSR merupakan tanggungjawab suatu 

organisasi terhadap akibat dari keputusan-keputusan 

serta kegiatan-kegiatannya pada penduduk serta 

lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk prilaku 

transparan serta etis yang sejalan dengan 

pembangunan berkepanjangan dan kesejahteraan 

penduduk, memikirkan harapan para pemangku 

kepentingan, sejalan dengan hukum yang 

                                                             
31 Lyon Salia Awuah et al., ―Corporate Social Responsibility (CSR): 

Motivations and Challenges of a Multinational Enterprise (MNE) Subsidiary’s 

Engagement with Host Communities in Ghana,‖ International Journal of Corporate 

Social Responsibility 6, no. 1 (2021). 
32 Saeidi Pour Bahman, Nazari Kamran, and Emami Mostafa, ―Corporate 

Social Responsibility: A Literature Review,‖ African Journal of Business Management 

8, no. 7 (2014): 228–234. 
33 Saprem Shirvoikar and Satyam Shirvoiker, ―An Overview of Corporate 

Social Responsibility.,‖ International Journal of Advanced Research 5, no. 4 (2017): 
437–439. 
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diresmikan dan norma-norma prilaku internasional, 

dan terintregasi dengan organisasi secara merata. 

CSR yang dirancang industri atau perusahaan 

sebaiknya sanggup mempertanggungjawabkan 

sumber energi  yang digunakan dalam proes 

oprasional industri. Apabila Corporate Sosial 

Responsibility yang direncanakan bisa teralisasi 

keseimbangan lingkungan hendak senantiasa 

terjaga.
34

 

The World Business Council For Sustainable 

Development (WBCSD) mengartikan 

tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate 

Sosial Responsibility sebagai sebuah kelanjutan dari 

suatu entitas bisnis agar dapat melakukan tindakan 

secara etis serta dapat berkontribusi dalam 

pembangunan ekonomi dengan meningkatkan 

kualitas taraf hidup di lingkungan kerja dan keluarga 

seperti halnya masyarakat luas dan masyarakat 

lokal. Peranan tanggungjawab sosial yang 

sebenarnya berhubungan juga dengan tindakan 

sebuah perusahaan untuk memberikan kemaslahatan 

kepada masyarakat yang melampaui apa yang 

diwajibkan secara hukum dan yang menjadi 

kepentingan langsung pemegang saham.
35

 

Menurut Widjaja dan Yeremia Corporate 

Sosial Responsibility adalah suatu bentuk kerjasama 

antar perusahaan dengan segala hal yang dilakukan 

secara langsung ataupun  tidak langsung berinterksi 

dengan perusahaan untuk tetap menjamin 

keberadaan serta kelangsungan hidup usaha 

perusahaan tersebut. Pengertian ini hampir sama 

                                                             
34 Gede Sri Darma dan Ni Wayan Novi Budiasni, "Corporate Sosial 

Responsibility Dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Di Bali",  (Bali: Nilacakra, 

2020), h.2. 
35 Ibid., h. 36. 
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dengan tanggungjawab social dan lingkungan, yang 

dimana merupakan suatu komitmen atau janji 

perseroan untuk ikut berperan serta dalam proses 

pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan.
36

 

Corporate Social Responsibility menurut Kotler 

dan Nancy ialah komitmen dari sebuah korporasi 

guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat 

sekitar melalui kebijakan-kebijakan praktik bisnis 

serta pemberian kontribusi sumber daya korporasi.
37

 

Selain itu, kotler dan lee menyebutkan enam 

kategori akitivitas CSR, yaitu : 

1. Cause Promotions (Promosi Kegiatan Sosial) 

Dalam aktivitas ini, perusahaan menyediakan 

dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki 

perusahaan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap suatu kegiatan social atau 

untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi 

dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela 

untuk suatu kegiatan tertentu.  

2. Cause Relatid Marketing (Pemasaran Terkait 

Kegiatan Sosial) 

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan meiliki 

komitmen untuk menyumbangkan persentase 

tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan 

social berdasarkan besarnya penjualan produk. 

Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada 

penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu 

tertentu serta untu aktivitas derma tertentu. 

3. Corporate Societal Marketing  

                                                             
36 Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty, 

―Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia‖,  Jurnal Pekerjaan 

Sosial, Vol.  2, No. 1, Tahun 2019, h. 61. 
37 Ibid., h. 62,. 
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Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan 

mengembangkan dan melaksanakan kampanye 

untuk merubah perilaku masyarakat dengan 

tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan 

publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Corporate Philanthropy (Kegiatan Filantropi 

Perusahaan) 

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan 

memberikan sumbangan langsung dalam bentuk 

derma untuk kalangan masyarakat tertentu. 

Sumbangan tersebut biasanya berbentuk 

pemberian uang secara tunai, bingkisan atau 

paket bantuan dan atau pemberian secara cuma-

cuma. Kegiatan filantropi biasanya berkaitan 

dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi 

prioritas perhatian perusahaan.  

5. Community Volunteering (Pekerja Sosial 

Kemasyarakatan Secara Sukarela) 

Dalam aktivitas ini, perusahaan mendukung serta 

mendorong para karyawan, rekan pedagang 

eceran, atau para pemegang  franchise agar 

menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna 

membantu organisasi-organisasi masyarakat 

lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran 

program. 

6. Socially Responsible Business Practice (Praktika 

Bisnis Yang Memiliki Tanggungjawab Sosial) 

Dalam aktivitas ini, perusahaan melaksanakan 

aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang 

diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan 

investasi yang mendukung kegiatan sosial 
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dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

komunitas dan memelihara lingkungan hidup.
38

 

 

Menurut Hackston dan Milne, pengungkapan 

tanggungjawab social perusahaan sering disebut 

juga  Corporate Social Responsibility Disclousure 

yang merupakan proses pengkomunikasian dampak 

sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

organisasi terhadap kelompok khusus yang 

berkepentingan dan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan. Pengungkapan tanggungjawab sosial 

juga dapat diartikan sebagai tanggungjawab moral 

suatu perusahaan terhadap strategi Stakeholder, 

terutama pada komunitas dan masyarakat di sekitar 

wilayah kerja dan oprasinya. Tujuan pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan menurut Grey et 

al adalah untuk meningkatkan Image perusahaan, 

untuk meningkatkan akuntabilitas suatu organisasi 

dengan asumsi bahwa terdapat kontrak sosial antara 

organisasi dengan masyarakat, dan untuk 

memberikan  informasi kepada investor.
39

     

Komisi eropa mendefinisikan  CSR  sebagai 

sebuah konsep dimana  perusahaan  memutuskan 

secara sukarela untuk berkontribusi pada masyarakat 

dan lingkungan. Dengan kata lain, CSR adalah 

tentang bagaimana suatu perusahaan mengelola 

bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara 

keseluruhan  terhadap masyarakat. CSR dipandang 

sebagai  kegiatan yang terintegrasi dan lebih banyak 

                                                             
38 Dwi Kartini, "Corporate Social Responsibility",  (bandung: PT Refika 

Aditama, 2020), h. 63-71. 
39 Aliah Pratiwi, Nafisah Nurulrahmatia, and Puji Muniarty, ―Pengaruh 

Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan 

Perbankan Yang Terdaftar Di BEI‖,  Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol.  4,  No. 1, Tahun 
2020, h. 97. 
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berinvestasi pada sumberdaya manusia, lingkungan, 

dan dengan pemangku kepentingan.
40

    

Konsep CSR mengacu pada isu-isu moral yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis pada 

kontribusi komunal kepada pemangku kepentingan 

mereka. Singkatnya, CSR adalah komitmen yang 

dibuat bisnis kepada masyarakat, akibatnya 

masyarakat cenderung menghargai perusahaan yang 

dianggap bertanggunjawab secara sosial.
41

 

Aktivitas bisnis dalam pandangan islam 

merupakan sebuah bentuk kewajiban  keagamaan. 

Dalam menjalankan sebuah bisnis di dalam 

perusahaan, pertanggungjawaban sosial merujuk 

pada kewajiban-kewajiban untuk melindungi serta 

memberikan kontribui kepada masyarakat sekitar 

perusahaan tersebut. Islam memiliki tanggungjawab 

yang seimbang dalam segala bentuk daan ruang 

lingkupnya karna di dalam  islam dikenal dengan 

adanya konsep persaudaraan dan konsep keadilan 

sosial.
42

 

Corporate Social Responsibility  merupakan  

implikasi dari ajaran kepemilikan dalam  islam. 

Dalam hal ini Allah merupakan pemilik mutlak 

(haqiqiyah), sedangkan manusia hanya pemilik 

sementara (temporer) yang berungsi sebgai 

penerima amanah. Menurut Ahmad, Allah sebagai 

pemilik mutlak memberikan amanah kepada 

manusia untuk menjadi khalifah-Nya dan penerima 

                                                             
40 Zouheyr Gheraia, Sawssan Saadaoui, and Hanane Abed Abdelli, ―Business 

Ethics and Corporate Social Responsibility : Bridging the Concepts‖, Open Journal Of  

Business and Management, Tahun  2019. 
41 Awuah et al., ―Corporate Social Responsibility (CSR): Motivations and 

Challenges of a Multinational Enterprise (MNE) Subsidiary’s Engagement with Host 

Communities in Ghana.‖ 
42 Darwis Said, Fitri Indah Sari, Mediaty, ―Corporate Social Responsibility 

Vs Creating Shared Value Melalui Kajian Perspektif Islam: Pendekatan Kritis Jurgen 
Habermas‖,  Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol.  6, No. 1, Tahun 2020, h. 10. 
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karunia-Nya. Dalam islam manusia diperintahkan 

untuk mencari rizki tanpa mengabaikan kepentingan 

akhirat. Selain itu manusia juga didorong untuk 

melakukan hal-hal baik dan dilarang membuat 

kerusakan di bumi.
43

 Sebagaimana firman-Nya 

dalam Qur’an surat Al-Qasas ayat 77 : 

 

 َِ ٍِ ْْسَ ّصَِيبلََ  ارَ الْْخِرَةَ ۖ وَلََ تَ ُ اىذَّ ب آتبَكَ اللََّّ ََ وَابْتغَِ فيِ

ُ إىِيَْلَ ۖ وَلََ تبَْغِ اىْفسََبدَ فيِ 
َِ اللََّّ ب أحَْسَ ََ ِْ مَ ّْيبَ ۖ وَأحَْسِ اىذُّ

 َِ فْسِذِي َُ َ لََ يحُِبُّ اىْ َُّ اللََّّ  الْْرَْضِ ۖ إِ

“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan 

di (muka) bumi. Sesungguhnya, Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”44 

Seorang pembisnis muslim sejatinya harus 

mampu menyeimbangkan antara dua kepentingan 

secara proporsional, yaitu kepentingan diri 

(Corporate) dan oran lain (Stakeholders). Antara 

kepentingan ekonomi dan sosial, sekaligus tuntutan  

moral yang mengandung nilai kebajikan baik 

dihadapan Allah SWT ataupun dihadapan 

Manusia.
45

 

 

  

                                                             
43 Muhammad Djakfar, "Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral 

Ajaran Bumi",  (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h.225. 
44 Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahnya," 

(Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010). 
45 Djakfar, Op.,Cit, h. 227. 
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b. Strategi Corporate Social Responsibility 

Saat  ini, terjadi  perubahan-perubahan  secara  

drastis dalam  implementasi  CSR. Diperlukan 

upaya dan  strategi yang ekstra agar  implementasi 

CSR mampu  berjalan sesuai dengan ide serta 

konsep dasarnya. Strategi ekstra tersebut sebaiknya 

meliputi empat agenda utama, yakni : pedoman  

(guidelines) dan tata etika (codes of conduct), sistem 

dan  kebijakan  manajen  korporat, strategi  

kepemimpinan  korporate dalam  CSR,  serta 

komitmen dan kemitraan di antara stakeolders.46 

1. Pedoman (Guidelines) dan Tata Etika (Code Of 

Conduct) 

Guidelines atau pedoman sangat diperlukan 

dalam pelaksanaan strategi CSR oleh 

perusahaan. Di beberapa institusi global telah 

menetapkan pedoman yang baik serta efektif 

mengenai apa saja yang berhubungan dengan 

CSR, salah satunya dari institusi yang bernama 

World Business Council For Sustainable 

Development. Tetapi yang paling menjadi acuan 

utama adalah UN Global Compact yang 

diinisiasi oleh mantan sekjen PBB Kofi Anan. 

Konten dari UN Global Compact adalah sebagai 

berikut : 

a. Hak Azasi Manusia 

1) Mendukung dan menghormati 

perlindungan HAM. 

2) Menghindari keterlibatan di dalam 

pelanggaran HAM. 

b. Aturan Perburuhan 

1) Mempertahankan kebebasan berserikat 

dan perjanjian kolektif. 

                                                             
46 Dwi Kartini, Op.Cit., h. 47. 



30 
 

2) Penghapusan kerja paksa. 

3) Penghapusan kerja oleh kanak-kanak. 

4) Peniadaan diskriminasi dalam penempatan 

tenaga kerja dan penugasan. 

c. Lingkungan  

1) Mendukung kehati-hatian dalam 

penanganan lingkungan. 

2) Penyebarluasan tanggungjawab 

lingkungan. 

3) Mendorong penggunaan teknologi ramah 

lingkungan. 

d.  Anti Korupsi 

Secara aktif melawan segala macam 

bentuk korupsi, termasuk pemerasan dan 

penyuapan. Beberapa Negara telah 

menjadikan UN Global Compact ini menjdi 

suatu kebijakan yang disesuaikan lagi dengan 

kebijkan Negara mereka masing-masing. 

Sehingga dengan adanya pedoman ini, 

korporasi, pemerintah dan masyarakat paham 

mengenai ruanglingkup serta apa  yang  

menjadi substansi CSR itu sendiri. Dalam 

skala mikro sebenarnya setiap korporasi 

memiliki suatu tata etika sendiri yang disebut 

tata etika. Tata etika mengatur etika sebuah 

perusahaan dalam berproduksi, berhubungan 

antar sesama pekerja atau antar level 

perusahaan, etika proses bisnis, etika 

menghadapi pesaing, cara menghadapi 

pelanggan, dan masih banyak lagi. Apabila 

ditelaah lagi perusahaan-perusahaan yang 

sadar dampak pasti akan mengakomodasi 

nilai-nilai yang ada di UN Global Compact 

yang disesuaikan lagi dengan persepsi serta 

kebijakan perusahaan mereka. Tata etika 
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inilah yang menjadi alat bagi perusahaan 

dalam menjalankan etika bisnis dan 

memperkuat program CSR nya.    

2. Sistem dan Kebijakan Manajemen Korporat 

CSR merupakan bagian dari sistem 

manajemen suatu perusahaan. Sekali lagi 

korporat yang sadar dampak jelas akan 

menjadikan CSR mereka sebagai bagian dari 

strategi perusahaan yang akan  profitable di masa 

depan dan berdurasi jangka menengah sampai 

panjang. Korporasi yang semacam ini akan 

menempatkan CSR Value  dalam skema visi dan 

nilai-nilai perusahaan. Sebaliknya, korporat yang 

hanya ikut-ikutan atau memosisikan CSR sebagai 

bagian dari fungsional korporat dalam kata lain 

CSR disejajarkan dengan fungsi manajemen 

yang lain seperti keuangan, SDM, dll. Secara visi 

dan nilai tidak berhubungan sama sekali dengan 

CSR Value ditambah beperiode jangka pendek 

justru akan menjadi suatu  Cost Center karena 

korporate berbuat sesuatu yang bersifat temporer 

saja dimana program-program CSR bersifat 

parsial dan tidak berjangka panjang. Apabila 

terus menerus melakukan hal tersebut korporat 

akan terjebak ke dalam ritme pengeluaran biaya 

yang tidak berpengaruh dalam meraih 

keuntungan. Dan apabila perusahaan memandang 

CSR sebagai program buang duit, maka secara 

logis CSR akan dipandang sebagai beban dan 

tentu saja kontraproduktif bagi perusahaan.  

 

3. Strategi Kepemimpinan Korporat dalam CSR 

dan Contoh Perusahaan yang Berhasil 

Menerapkan Kepemimpinan dalam CSR 
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Tabel 1.1 

Strategi Kepemimpinan Korporat dalam CSR  

dan Contoh Perusahaan yang Berhasil Menerapkan 

Kepemimpinan dalam CSR 

 

No 

 

Strategi Kepemimpinan Korporat  

CSR  

 

 

Contoh 

Perusahaan 

1 Integrasi  

 

Kepemimpinan yang visioner harus 

mengintegrasikan tanggungjawab 

perusahaannya  ke struktur  dan 

strategi bisnis dan itu harus 

dinyatakan  secara jelas di dalam 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

perusahaan. Para pemimpin yang 

tergabung di suatu dewan juga harus 

memonitor pelaksanaan CSR 

perusahaan dan melalui strategi dan 

komitmen yang tinggi terhadap para 

stakeholdernya diharapkan bisa 

dicapai kinerja tanggungjawab 

perusahaan yang memuaskan dan 

diakui oleh para stakeholder nya.  

Suez, Shell, Nokia, 

Deutsche Bank, 

Unilever, BASF, 

Siemens, dan BP. 

2 Inovasi  

 

Kepemimpinan yang stratejik tidak 

hanya melihat pelaksanaan 

tangungjawab perusahaannya dari sisi 

kepatuhan dan legal serta manajemen 

resiko, tetapi bagaimana menciptakan 

peluang baru dan nilai lebih dari CSR 

itu sendiri. R&D akan sangat berperan 

DuPont, 3M, Nokia, 

Proctor, & Gamble, 

Suez, BP, Shell, dan 

Nestle. 



33 
 

 
 

guna mewujudkan pelung baru dan 

nilai lebih sehingga menghasilkan 

proses  baru,  produk baru,  pelayanan  

baru dan  pasar baru dengan  tetap 

mengedepankan  wawasan CSR di 

dalam setiap tindakan inovasinya. 

Selain itu, kepemimpinan yang 

inovatif secara aktif ikut mendukung 

kebijakan-kebijakan  baru yang  

dibuat oleh inisiatif  institusi-institusi 

penggerak CSR seperti UN Global 

Compact, the Ethical Trading 

Initiative, the World Commisions on 

Dams, and The Global  Alliance for  

Workers  and  Communities  oleh 

karena  kerangka  inisiatif institusi 

dunia tersebut akan sangat  relevan 

guna menciptakan inovasi-inovasi 

lebih caanggih lagi dalam konteks  

implementasi CSR oleh para korporat 

sehingga up to date dengan situasi-

situasi di masa depan.     

3 Accountability  

 

Kepemimpinan di dalam CSR wajib 

dan sadar membuat suatu skema 

komitmen  terhadap public yang di  

relevansikan dengan  tujuan,  prinsip 

dan kinerja perusahaan. Artinya, 

perusahaan  mempunyai suatu 

settingan target dan jangka waktu 

yang ditujukan untuk mengeksekusi 

isu-isu stratejik  yang berasal  dari 

para stakeholder mereka sendiri dan 

ekspektasi apa yang kira-kira 

Unilever, Novo 

Group, Shell, dan 

DuPont. 
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diinginkan oleh stakeholders. Dengan 

demikian, diperlukan suatu laporan 

yang transparan bertanggungjawab 

dan konsisten terhadap semua 

tindakan praktikal CSR yang telah 

dilakukan perusahaan.  Oleh  karena  

laporan yang akuntabel merupakan 

suatu  bentuk  komiten yang utuh 

terhadap para stakeholder nya. 

4 Pelibatan yang Sistemik, Bersifat 

Konsultasi dan Kolaborasi 

 

Wujud  konkret dalam kepemimpinan 

CSR adalah melibatkan 

perusahaannya secara penuh dan 

berdedikasi dengan para stakeholder.  

Kepemimpinan tipe ini proaktif dalam 

membentuk forum-forum yang 

kredibel bersama stakeholdernya 

dalam konteks komunikasi,  

konsultasi dan kolaborasi yang 

berhubungan dengan isu-isu strategis 

dan spesifik tentang CSR kekinian. 

Seperti bagaimana memobilisasi 

sumberdaya untuk memecahkan 

persoalan yang menyangkut 

pembangunan dan social, atau hanya 

sekedar berbagi cerita, 

mengungkapkan opini, berbagi 

pelajaran dan pengalaman yang  

bertujuan untuk menciptakan koalisi 

pelibatan yang lebih dinamis dan 

lebih baik antara korporat dengan para 

stakeholdernya.  

 

BT, Unilever, 

DuPont, Dow, Suez 

Group, Statoil dan 

Danone. 
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4. Komitmen dan Kemitraan di Antara Stakeholder  

Stakeholder   merupakan  bagian strategis 

dalam pelaksanaan CSR. Perusahaan yang 

mampu   bekerjasama   dan  memuaskan  matriks  

stakeholder dengan skala-skala yang telah  

ditentukan  akan  menciptakan  sistem kerja CSR 

yang efektif serta menguntungkan bagi setiap 

pihak .  Pengidentifikasian stakeholders sangat 

penting sekali, oleh  karena  itu,  apabila 

stakeholders  telah  divalidasi sesuai dengan 

strategi perusahaan tentang CSR maka dari sana 

muncul program kerja. Dari  program kerja 

muncul lagi kemitraan atau partnership yang  

berdayaguna dala mengeksekusi program CSR  

agar  berjalan dengan  efektif  dan  jitu. CSR 

perusahaan  membutuhkan pemerintah  dan  

masyarakat  (civil society)  agar  program  tidak  

berjalan  sendiri-sendiri atau supaya tidak 

timpang.  Untuk  itulah ada istilah “Tri Sector 

Partnership” yang terdiri dari Pemerintah, 

Korporasi, dan Civil 

Society/NGOs/NPOs/Education Institution. 

Ketiga unsur ini harus membentuk kolaborasi 

yang terbuka dan saling memberikan nilai 

tambah sehingga ketika strategi kolaborasi 

kemotraan ini dibawa ke tataran teknis akan 

menghasilkan kreasi CSR yang  komprehensif  

serta berfungsi di setiap kalangan. Peran dari 

masing-masing unsur  tersebut dalam  konteks 

kemitraan CSR ialah sebagai berikut : 

a. Peran Pemerintah : mewakili kepentingan 

pemilih, negosiasi dan membuat komitmen 

atau kerjasama iternasional, menyediakan 
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kerangka kerja legal atau regulasi yang 

mengatur semua sektor serta menyiapkan 

kebijakan-kebijakan nasional, mengawasi 

kinerja Negara dan mengambil tindakan untuk 

mencapai keteraturan. 

b. Peran Korporasi : mewakili kepentingan 

pemilik saham, mencari keuntungan ekonomi 

di pasar, bertindak mandiri dalam 

mengopasikan perusahaan dengan 

menerapkan kode etik yang berlaku. 

c. Peran Civil Society/NGOs/NPOs/Education 

Institution : mewakili pemangku kepentingan 

dimana diantara sesame masyarakat bisa 

memengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan 

kelompok atau organisasi, mengutamakan 

nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip yang 

berhubungan dengan lingkungan, social, 

HAM, dan pembangunan. Yang terakhir yaitu 

mengawasi pemerintah dan perusahaan dan 

bertindak supaya akuntabilitas di dlam 

pemerintah dan perusahaan bisa dijalankan 

sesuai dengan legal aspek yang berlaku di 

Negara. 

Dalam  proses  pencapaian  strategi  tersebut 

diperlukan indicator  kinerja kunci dalam 

implementasi CSR. Indikator yang paling efektif 

adalah bersifat kualitatif. Terdapat delapan  

indikator yang sebaiknya digunakan dala 

pengukuran tersebut :
47

  

1. Leadership (Kepemimpinan) 

a. Program CSR dapat dikatakan berhasil 

jika mendapatkan dukungan dari top 

manajemen perusahaan. 

                                                             
47 Ibid., h. 54. 



37 
 

 
 

b. Terdapat kesadaran  filantropik dari 

pimpinan yang menjadi dasar pelaksaan 

program. 

2. Proporsi Bantuan 

CSR dirancang  bukan  semata-mata pada 

kisaran anggaran saja,  melainkan  juga pada 

tingkatan  serapan  maksimal, artinya apbil 

areanya luas, maka anggarnnya harus  lebih 

besar. Jadi tidak dapat dijadikan  tolak  ukur, 

apabila anggaran besar pasti mengasilkan 

program yang bagus. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas 

a. Terdapat laporan tahunan (annual report). 

b. Mempunyai mekanisme audit social dan 

finansial dimana audit social terkait 

dengan pengujian sejauh mana program-

program CSR telah dapat ditujukan secara 

benar sesuai kebutuhan masyarakat, 

perusahaan mendapatkan umpan balik dari 

masyarakat secara benar dengan 

melakukan interview pada para peneriman 

manfaat. 

4. Cakupan Wilayah (coverage area) 

Terdapat identifikasi penerima manfaat secara 

terib dan rasional berdasarkan skala prioritas 

yang telah ditentukan. 

5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan 

Evaluasi 

a. Dalam perencanaan perlu ada jaminan 

untuk melibatkan multi-stakeholder pada 

setiap siklus pelaksaan proyek. 

b. Terdapat kesadaran untuk memperhatikan 

aspek-aspek lokalitas pada saat 

perencanaan ada kontribusi, pemahaman, 
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dan penerimaan terhadap budaya-budaya 

local yang ada. 

c. Terdapat blue-print policy yang menjadi 

dasar pelaksanaan program. 

6. Penerlibatan Stakeholder  

a. Terdapat mekanisme koordinasi regular 

dengan stakeholder, utamanya masyarakat. 

b. Terdapat mekanisme yang menjamin 

partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat 

dalam siklus proyek. 

7. Keberlanjutan  

a. Terjadi alih peran dari korporat ke 

masyarakat. 

b. Tumbuhnya rasa memiliki (sense of 

belonging) program dan hasil program 

pada diri masyarakat, sehingga masyarakat 

dapat ikut andil dalam menjaga dan 

memelihara program dengan baik. 

c. Adanya pilihan partner program yang bisa 

menjamin bahwa tanpa keikutsertaan 

perusahaan, program tetap bisa dijalankan 

sampai selesai dengan partner tersebut. 

8. Hasil Nyata 

a. Terdapat dokumentasi hasil yang 

menunjukkan berkurangnya angka 

kesakitan dan kematian (dalam bidang 

kesehatan), atau berkurangnya angka buta 

huruf dan meningkatnya kemampuan 

SDM (dalam bidang pendidikan) atau 

parameter lainnya sesuai dengan bidang 

CSR yang dipilih oleh perusahaan. 

b. Terjadinya perubahan pola pikir 

masyarakat. 

c. Memberikan dampak ekonomi masyarakat 

yang dinamis. 
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d. Terjadi penguatan komunitas. 

 

c. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility 

 Pengaturan Corporate Social Responsibility di 

Indonesia didasarkan pada beberapa     peraturan 

perundangan hukum positif di Indonesia yaitu : 

a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ) 

berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan 

(Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yag 

merupakan persekutuan modal didirikan 

berdasarkan perjanjian, melkukan kegiatan usaha 

deangan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam UU ini serta peraturan 

pelaksanaannya. Menurut pasal 1 angka 3 UUPT, 

tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah 

komitmen Perseroan untuk berperan serta dala 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan 

sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat 

pada umumnya. 

Mengenai TJSL, diatur dalam pasal 74 UUPT 

dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk 

perseroan. Pasal 74 :  

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya dibidang dan atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggunng jawab sosial dan 

lingkungan. 

2) Tanggun jawab sosial dan lingkungan 

merupakan kewajiban perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 

biaya perseroan yang pelaksanaannya 
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dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 

dan kewajaran. 

3) Pereroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan 

kertentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung 

jawab sosial dan lingkungan diatur dengan 

peraturan pemerintah.   

b. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 

Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perseroan Terbatas (PP 47 Tahun 2012) 

Dalam pasal 4 PP 47 Tahun 2012, dikataka 

bahwa TJSL dilaksanakan oleh direksi 

berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan 

setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris 

atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

sesuai dengan anggaran dasar perseroan. 

Rencana kerja tahunan perseroan tersebut 

memuat rencana kegiatann dan anggaran yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Sedangkan 

pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan 

tahunan perseroan dan dipertangung jawabkan 

kepada RUPS. (Pasal 6 PP 47 Tahun 2012).    

c. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) 

Dalam Pasal 15 huruf (b) UU Penanaman Modal 

diatur bahwa setiap penanam modal wajib 

melaksanakan TJSL.  

d. UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan 

Batubara (UU Minerba) 

Menurut pasal 95 huruf (d) UU Minerba, yaitu 

pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) 

maupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan 

Khusus) wajib melaksanakan pengembangan dan 

pemberdayaann masyarakat setempat. Isi pasal 
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tersebut mensyaratkan bahwa perusahaan 

tambang memiliki tanggging jawab sosial kepada 

masyarakat setempat. Mengenai bentuk program 

CSR peruahsaan Minerba diatur dalam pasal 78 

huruf (j) UU Minerba  

e. UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 

Lingkungan Hidup)  

Berdasarkan pasal 68 UU Lingkungan Hidup 

setiap orang yag melakukan  usaha dan atau 

kegiatan berkewajiban : 

1) Memberikan informasi yang terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup secara benar, akurat, terbuka, dann 

tepat waktu. 

2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan 

hidup 

3) Menaati ketentuan tentang baku mutu 

lingkungan hidup dan atau kriteria baku 

kerusakann lingkungan hidup.  

f. UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas 

Bumi (UU Migas) 

Dalam UU Migas terdapat 2 pasal yang mengatur 

mengenai CSR/TJSL. Ketentuan tersebut 

terdapat dalam pasal 11 ayat 3 dan pasal 40 ayat 

5.
48

 

 

2. Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility 

a. Keadilan 

Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis 

adalah ketika korporat mampu menempatkan 

segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas 

                                                             
48

 Pujiono, Jamal Wiwoho dan Triyanto, "Model Pertanggung Jawaban 

Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Meningatkan 
Kesejahteraan Masyarakat", Vol. 5, No. 1, Tahun 2016, h. 40. 
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di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil 

yang diarahkan kepada hak orang lain, hak 

lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, 

keseimbangan alam dan keseimbangan  sosial  

harus  tetap  terjaga  bersamaan  dengan  

operasional  usaha bisnis. Konsep  keadilan  juga  

merupakan  tujuan  sosial  zakat  yaitu  membagi 

kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan 

adil kepada manusia. Seluruh ulama terkemuka 

sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan 

sebagai unsur paling utama dalam maqashid 

syariah. Ibn Taimiyah menyebut keadilan sebagai 

nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad 

Abduh menganggap kezaliman sebagai kejahatan 

yang paling buruk dalam  kerangka nilai-nilai 

Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai 

unsur pokok yang komprehensif dan terpenting 

dalam semua aspek kehidupan. Adil berate 

menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam 

Islam, setiap harta yang kita peroleh terdapat 

hak orang lain. Sebagaimana dalam Q.S Aż-

Zariyat ayat 19 :  

 

 ًِ حْرُوْ ََ ى ِوِ وَاىْ
بٰۤ ٌْ حَقٌّ ىِّيسَّ ىَاىِهِ ٍْ  وَفيِْْٓ اَ

 “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk 

orang miskin yang meminta dan orang miskin yang 

tidak meminta”  

Oleh sebab itu, dalam konsep keadilan ini, 

berarti dalam harta yang kita peroleh  harus  

diberikan  haknya  kepada  yang  telah  ditentukan  

dalam  Islam. Konsep keadilan juga mengajarkan 

bahwa dalam pengungkapan tanggung jawab sosial 



43 
 

 
 

perusahaan harus adil, yaitu informasi yang 

diberikan harus jelas dan tidak ditutup-tutupi. 

b. Maslahah 

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan 

memberikan dampak yang disebut dengan 

mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk 

keadaaan, baik material, maupun non material, 

yang mampu meningkatkan kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut as-

Shatibi, mashlahah dasar bagi kehidupan  manusia  

terdiri  dari  lima  hal,  yaitu  agama  (dien),  jiwa  

(nafs), intelektual („aql), keluarga dan keturunan 

(nasl), dan material (wealth). Kelima hal tersebut 

merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu 

kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar 

manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di 

akhirat. Jika salah satu dari  kebutuhan di atas 

tidak dipenuhi atau terpenuhi dengan tidak 

seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak 

tercapai dengan sempurna. 

c. Khilafah 

Konsep ini berhubungan dengan peran 

manusia sebagai khalifah yaitu tanggung jawab 

sebagai pengganti atau utusan Allah di alam 

semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi 

khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah 

untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. 

Konsep khilafah berarti amanah dan tanggung 

jawab manusia terhadap apa-apa  yang  telah  

dikuasakan  kepadanya, dalam bentuk sikap dan 

perilaku manusia terhadap Allah, sesama, dan  

alam semesta. Khilafah juga berarti tanggung jawab 

manusia untuk mengelola sumber daya yang 

dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan 
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mashlahah yang maksimum dan mencegah 

kerusakan di muka bumi. 

Makna   khilafah   dapat   dijabarkan   lebih   

lanjut   menjadi   beberapa pengertian berikut : 1) 

Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara 

yang benar. Manusia diwajibkan untuk mengikuti 

semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi 

semua larangan-larangan-Nya dalam berekonomi. 

Setiap kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  tidak  

boleh  bertentangan  dengan syariah Islam. 2) 

Tanggung jawab untuk mewujudkan mashlahah 

yang maksimum. Dengan  memanfaatkan  sumber  

daya  ekonomi,  nilai  yang  digariskan Islam 

adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-

besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana 

terciptanya kesejahteraan. 3) Tanggung jawab 

perbaikan kesejahteraan setiap individu. Perbedaan  

rizki  dari  Allah merupakan  kehendak  Allah 

semata.  Allah telah  mengetahui  ukuran  yang  

tepat  bagi  masing-masing hamba-Nya. Namun, 

perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang 

memicu kekacauan. Mereka yang memperoleh 

kelebihan rizki bertanggung jawab untuk 

memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak 

lain yang sedikit jumlah rizkinya. 

d. Rahmatan lil’alamin 

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin, 

artinya islam merupakan agama yang membawa 

rahmat dan kesejahteraan bagi semua dan seluruh 

alam semesta, termasuk hewan dan tumbuhan. 

Sebagai muslim kitapun harus mempunyai rasa 

tanggungjawab untuk menyebarkan rahmat bagi 

seluruh makhluk. Islam melarang kesewenangan 

dan menganjurkan untuk saling menjaga dan 
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memelihara antar sesamanya dan lingkungan 

hidup. 

e. Falah 

Tujuan  akhir  ekonomi  Islam  adalah  

sebagaimana  tujuan  dari  syariat Islam itu sendiri 

(maqashid asy syari‟ah), yaitu mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui 

suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat 

(hayyah thayyibah). Inilah kebahagian hakiki yang 

diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan 

semu yang sering kali pada akhirnya justru 

melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam 

konteks ekonomi, tujuan falah yang ingin dicapai 

oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro 

ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia 

ataupun akhirat.  

Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja 

aflaha-yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan, 

atau kemenangan. dalam pengertian literal, falah 

adalah kemuliaan  dan  kemenangan,  yaitu  

kemuliaan  dan  kemanangan  dalam  hidup. Istilah 

falah menurut Islam diambil dari kata-kata 

Alquran, yang sering dimaknai sebagai 

keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, 

sehingga tidak hanya memandang aspek material 

namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. 

Dalam konteks dunia, falah merupaka konsep 

yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada 

aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku 

kolektif/makro. Ekonomi  Islam mempelajari 

bagaimana manusia memenuhi kebutuhan 

materinya di dunia ini sehingga tercapai 
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kesejahteraan yang akan membawa kepada 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah).
49

 

Tabel 1.2  

Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam Falah 

Unsur Falah Aspek Mikro Aspek Makro 

Kelangsungan 

Hidup 

Kelangsungan 

hidup biologis : 

kesehatan, 

kebebasan 

keturunan dan 

sebagainya. 

 

Kelangsungan 

hidup ekonomi : 

kepemilikan 

faktor produksi. 

 

 

 

Kelangsungan 

hidup sosial : 

persaudaraan dan 

harmoni 

hubungan social. 

 

Kelangsungan 

hidup politik : 

kebebasan dalam 

partisipasi politik.    

Keseimbangan 

ekologi dan 

lingkungan. 

 

 

Pengelolaan 

sumber daya 

alam, penyediaan 

kesempatan 

berusahaa untuk 

semua penduduk. 

 

Kebersamaan 

social, ketiaaan 

konflik antar 

kelompok. 

 

  

Jati diri dan 

kemandirian. 

Kebebasan 

Berkeinginan 

Terbebas dari 

kemiskinan 

 

Penyediaan 

sumber daya 

untuk seluruh 

                                                             
49

 Iin Sakinah Rambey, "Analisis pelaporan Corporate Social Respnsibility 

Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory" (Studi Kasus Pada PT. 
Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank BRI Syariah), Tahun 2017, SKRIPSI.  



47 
 

 
 

 

Kemandirian 

hidup 

penduduk. 

 

Penyediaan 

sumber daya 

untuk generasi 

yang akan datang. 

 

Kekuatan dan 

Harga Diri 

Harga diri 

 

 

Kemerdekaan, 

perlindungan 

terhadap hidup 

dan kehormatan 

Kekuatan 

ekonomi dan 

kebebasan dari 

utang. 

 

Kekuatan militer 

3. Dampak Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility bagi perusahaan kerap 

dianggap sebagai ―beban‖. Dana yang dikeluarkan untuk 

Corporate Social Responsibility CSR cukup besar, 

sehingga hal ini yang membuat perusahaan menganggap 

bahwa CSR adalah sebuah beban bagi mereka. Padahal 

apaila dikaji lebih lanjut CSR justru membawa berbagai 

dampak positif bagi sebuah perusahaan. Dampak positif 

dari CSR dapat berupa dampak jangka pendek dan 

dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang ialah 

manfaat dari CSR yang dapat dirasakan secara langsung. 

Contohnya sebuah perusahaan memberikan bantuan 

berupa dana untuk pembangunan fasilitas umum. 

Manfaat CSR ini dapat dirasakan secara langsung oleh 

masyarakat. Namun hal ini tidak menjamin dapat 

bertahan hingga beberapa tahun mendatang, ketika tidak 

ada perawatan pada fasilitas umum tersebut. Walaupun 

citra perusahaan menjadi positif akibat dari kegiatan 

tersebut, namun seharusnya diikuti dengan 
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pendampingan untuk melatih kemandirian masyarakat 

ketika lepas dari bantuan perusahaan. 

Sedangkan yang dimaksud dampak jangka panjang yaitu 

manfaat dari CSR yang tidak hanya dirasakan secara 

langsung,  namun dapat juga dirasakan hingga beberapa 

tahun kemudian atau berkelanjutan dan 

berkesinambungan. Perusahaan perlu memperhatikan 

kemandirian penerima bantuan agar tidak menimbulkan 

ketergantungan dan meminialisir resiko yang mungkin 

terjadi dimasa mendatang. Ketika dampak jangka 

panjang dari sebuah CSR sudah direncanakan dengan 

baik dan matang, maka akan lebih menguntungkan baik 

bagi perusahaan  maupun pihak-pihak yang terlibat. 

Secara tidak langsung penerapan CSR yang baik 

merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi 

perusahaan.
50

  

 

B. Teori-Teori Corporate Social Responsibility 

1. Legitimacy Theory 

“Legitimacy theory is one of the most discussed 

theories to explain the phenomenon of voluntary social 

and environmental disclosures in corporate 

communication. Consistent with the notion of legitimacy 

theory, companies seek to gain, maintain or repair their 

legitimacy by using social and environmental reporting. 

Legitimacy theory may provide useful insights for 

corporate social and environmental disclosures”. 

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang paling 

banyak dibahas untuk menjelaskan fenomena 

pengungkapan social dan lingkungan sukarela dalam 

komunikasi perusahaan. Konsisten dengan gagasan teori 

legitimasi, perusahaan berusaha untuk mendapatkan, 

mempertahankan atau memperbaiki legitimasi mereka 

                                                             
50Ibid., h.50.  
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dengan menggunakan pelaporan sosial dan lingkungan. 

Teori legitimasi ini dapat memberikan wawasan yang 

berguna untuk pengungkapan social dan lingkungan 

perusahaan.
51

  

Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi terus 

berusaha untuk memastikan bahwa mereka beroprasi dalam 

batas dan norma-norma masyarakat. Batas dan  norma-

norma ini tidak tetap, tetapi dapat berubah kapanpun 

sehingga mengharuskan organisasi untuk responsif. 

Legitimasi organisasi terancam ketika ekspektasi ―publik 

yang relevan‖ terhadap kinerja organisasi bertentangan 

dengan kinerja actual organisasi.
52

  

Dalam melanjutkan proses legitimasi terdapat empat 

strategi yang dapat diadopsi oleh perusahaan, yaitu : 

a. Perusahaan dapat berusaha untuk mendidik dan 

menginformasikan publik yang relevan tentang 

(sebenarnya) perubahan dalam kinerja dan kegiatan 

perusahaan. Strategi ini dipilih sebagai tanggapan atas 

pengakuan bahwa ―kesenjangaan legitimasi‖ muncul 

dari kegagalan aktual kinerja perusahaan. 

b. Perusahaan mungkin berusaha mengubah persepsi 

publik yang relevan tetapi tidak mengubah perilaku 

aktualnya. Strategi ini dipilih sebagai respons ketika 

perusahaan melihat bahwa kesenjangan legitimasi 

muncul melalui kesalahan persepsi di pihak publik 

yang relevan. 

c. Perusahaan mungkin berusaha untuk memanipulasi 

persepsi dengan mengalihkan perhatian dari isu yang 

menjadi perhatian ke isu-isu terkait lainnya. 

                                                             
51 Gehan. A. Mousa, et. al., ―Legitimacy Theory and Environmental 

Practices: Short Notes,‖ International Journal of Business and Statistical Analysis 2, 

no. 1 (2015): 41–53. 
52 Noel Brown and Craig Deegan, ―The Public Disclosure of Environmental 

Performance Information - A Dual Test of Media Agenda Setting Theory and 
Legitimacy Theory,‖ Accounting and Business Research 29, no. 1 (1998): 21–41. 
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d. Perusahaan mungkin berusaha mengubah ekspektasi 

eksternal atas kinerjanya. Strategi ini dipilih ketika 

perusahaan menganggap bahwa public yang relevan 

memiliki ekspektasi yang tidak realistis atau salah atas 

tanggungjawabnya.
53

     

 

Legitimasi merupakan keadaan psikologis 

keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka 

terhadap gejala lingkunagan sekitarnya baik fisik maupun 

non fisik. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai 

sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan 

sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari 

masyarakat.
54

 Legitimasi juga dipahami sebagai 

kesesuaian antara tindakan kelembagaan dan nilai-nilai 

sosial, dan legitimasi sebagai tindakan yang diambil 

lembaga untuk menandai kesesuaian nilai atau untuk 

mengubah nilai sosial.Legitimasi diperoleh dengan 

menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan sejalan dengan 

nilai-nilai sosial.
55

  

Legitimasi pada prinsipnya bersifat dinamis, seperti 

ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan. Karena itu, 

perusahaan harus mengevaluasi baik produk, metode 

ataupun  tujuan. Terdapat beberapa upaya yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola legitimasi 

agar efektif (Pattern)
56

: 

a. Melakukan identifikasi dan komunikasi dengan public 

                                                             
53 Rob Gray et al., ―Longitudinal Study of UK Disclosure‖, Acconting 

Auditing & Accountability Journal,  (1995). 
54 Pramiana et al, Op Cit., h. 172.” 
55 Alistair M Preston et al., ―Changes In The Code Of Ethics Of The U . S . 

Accounting Profession , 1917 And 1988 : The Continual Quest For Legitimation * 
University of New Mexico University of Alberta‖, Vol. 20, No. 6, Tahun 1995, h. 507–

546. 
56 Nor Hadi, ―Peran Biaya Sosial Terhadap Peningkatan Kinerja Social 

Responsibilitypada Perusahaan Industri Manufaktur Listed Dibursa Efek Indonesia,‖ 
Iqtishadia, Vol. 10, no. 2, Tahun 2018, h. 35. 
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b. Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai 

social kemasyarakatan dan lingkungan, serta 

membangun persepsinya tentang perusahaan 

c. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, 

terutama terkait dengan masalah tanggungjawab social 

(social responsibility)  

 

“Legitimacy theory explicitly recognizes that business 

is limited by the social contract that company agreed to 

conduct social activities to obtained society‟s acceptance of 

the company‟s objectives, which in turn will ensure the 

survival of the company”    

Teori legitimasi secara eksplisit mengakui bahwa bisnis 

dibatasi oleh kontrak sosial bahwa perusahaan setuju untuk 

melakukan kegiatan social untuk memperoleh penerimaan 

masyarakat terhadap tujuan perusahaan, yang pada 

gilirannya akan menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan.
57

    

Legitimasi sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan 

agar dapat menarik dukungan konstituen. Namun 

bagaimanapun legitimasi selalu bermasalah. Dengan 

demikian, perusahaan sering mengejar legitimasi melalui 

berbagai praktif substansif dan simbolik. Tetapi legitimasi 

adalah penilaian sosial yang pada akhirnya diberikan 

kepada organisasi oleh konstituennya. Dalam sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Ashforth, memberikan 

sebuah hasil analisis yang menunjukkan bahwa upaya 

untuk meningkatkan legitimasi dapat memicu serangkaian 

lingkaran setan yang pada akhirnya menurunkan 

legitimasi.
58

     

2. Stakeholders Theory 

                                                             
57 Badingatus Solikhah, ―An Overview Of Legitimacy Theory On The 

Influence Of Company Size And Industry‖, Vol. 14, No. 5, Tahun 2016, h. 3013–3023. 
58 Blake E. Ashforth and Barrie W. Gibbs, ―The Double-Edge of 

Organizational Legitimation,‖ Organization Science, VOL. 1, no. 2, Tahun 1990, h. 
177–194. 



52 
 

Kata Stakeholders mncul pertama kali pada tahun 1963 

dala sebuah memorandum internal di Stanford Research 

Institute. Menurut teori pemangku kepentingan, organisasi 

dipandang sebagai lembaga sosial yang memiliki 

tanggungjawab.
59

 Stakeholders dapat mencakup karyawan, 

pelanggan, pemasok negara, komunitas lokal, bankir, 

masyarakat, kelompok kepentingan khusus, lingkungan dan 

kemajuan teknologi. Teori Stakeholders (pemangku 

kepentingan) dimulai unuk memahami bagaimana nilai 

dapat diciptkan dengan sebaik-baiknya yang akan 

menguntungkan semua Stakeholders tanpa ―pertukaran‖ 

dalam dunia bisnis yang berubah.
60

 Stakeholders sebagai 

setiap kelompok atau individu yang dipengaruhi atau dapat 

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Teori 

stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat 

kepada seluruh stakeholdernya (pemegangsaham, kreditur, 

konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan 

pihak lain). Dorongan dibalik manajemen pemangku 

kepentingan adalah untuk mencoba dan membangun 

kerangka kerja yang responsive terhdap kekhawatiran 

manajer yang diterpa oleh tingkat turbulensi dan perubahan 

lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
61

  

“(Donaldson and Preston) Stakeholders are persons or 

groups with legitimate interests in procedural and/or 

substantive aspects of cor- porate activity. Stakeholders are 

identified by their in- terests in the corporation, whether 

                                                             
59 Jia Wang, H Dudley Dewhirst, and H Dudley Dewhirst, ―Boards of 

Directors and Stakeholder Orientation‖ 11, no. 2 (2014): 115–123. 
60 Faridah Ibrahim et al., ―Youth as Stakeholders and Their Engagement 

towards Government Programmes (GP),‖ Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of 

Communication 35, no. 2 (2019): 211–226. 
61 R. Edward Edward Freeman and John McVea, ―A Stakeholder Approach to 

Strategic Management,‖ SSRN Electronic Journal, no. January (2005), h. 4-6. 
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the corporation has any corresponding functional interest 

in them”.  

Dalam Donaldson dan Preston pemangku kepentingan 

adalah orang atau kelompok dengan kepentingan yang sah 

dalam aspek procedural atau substansif dari aktivitas 

perusahaan. Pemangku kepentingan diidentifikasi oleh 

kepentingan mereka di perusahaan, apakah perusahaan 

memiliki kepentingan fungsional yang telah sesuai di 

dalamnya.
62

  

Teori Stakeholders sering digunakan dalam penelitian 

tentang kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), 

sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hal 

tersebut. Hal ini juga dikutip dalam banyak teori dan 

kegiatan lain yang terkait dengan manajemen, seperti 

dalam konteks penelitian tentang paradigma manajemen 

humanistik.
63

 Terlebih lagi, penggunaan dan adaptasi 

utamanya dapat ditemukan diberbagai disiplin ilmu seperti 

etika bisnis, strategi, keuangan, akuntansi, manajemen, dan 

pemasaran. Pemangku kepentingan adalah definisi penting 

yang telah masuk ke dalam kamus bisnis bersama dengan 

CSR. Dalam sumber utama, ada dua pendekatan dalam 

konsep pemangku kepentingan, dalam sudut pandang 

sempit dan luas. Dalam definisi sempit Stakeholders adalah 

kelompok yang memiliki dampak signifikan pada 

pengembangan dan keberhasilan suatu perusahaan. 

Sedangkan definisi luas menunjukkan bahwa Stakeholders 

mempengaruhi atau tetap di bawah pengaruh suatu 

perusahaan.
64

 Maka, dalam hal ini perusahaan hendaknya 

terus memperhatikan Stakeholders, karena mereka pihak 

                                                             
62 Thomas Donaldson and L E E E Preston, ―The Stakeholder Theory of the 

Corporation : Concepts , Evidence , and Implications Author ( s ): Thomas Donaldson 

and Lee E . Preston Source : The Academy of Management Review , Jan ., 1995 , Vol . 
20 , No . 1 ( Jan ., 1995 ), Pp . Published by : Academy ‖ 20, no. 1 (1995): 65–91. 

63 Barbara Mazur, Marzena Ciechorzewska, and Marta Mazur-Malek, 

―Human Oriented Corporate Actions: Stakeholders and CSR,‖ Organization and 

Management 2, no. 50 (2020), h. 114. 
64 Ibid., h. 117. 
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yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak atas 

aktifitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan 

perusahaan. Jika sebuah perusahaan atau organisasi tidak 

memperhatikan pemangku kepentingan (Stakeholders), 

akan menimbulkan sesuatu yang dapat merugikan 

perusahaan seperti terjadinya protes, dan hal tersebut akan 

berdampak negatif pada legitimasi perusahaan dimata 

Stakeholders.
65

 Dengan demikian, keberadaan suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang 

diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.    

Perusahaan akan semakin besar kecenderungannya 

dalam mengadaptasi dan memposisikan diri ditengah-

tengah Stakeholders apabila semakin kuat pula posisi 

perusahaan terhadap para Stakeholders. Sehingga 

perusahaan memiliki potensi kekuatan dan competitive 

advantage semakin besar, karena terdapat keberpihakan 

dan kesesuaian antara Stakeholders dengan perusahaan. 

Stakeholders Theory memiliki beberapa asumsi sebagai 

berikut:  

 

1. Perusahaan memiliki hubugan dengan banyak 

kelompok Stakeholders yang mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh keputusan peusahaan. 

2. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam 

proses dan keluaran bagi perusahaan dan 

Stakeholdersnya. 

3. Kepentingan seluruh legitimasi Sakeholders memiliki 

nilai secara hakiki dan tidak membentuk kepentingan 

yang didominasi satu sama lain. 

4. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan 

manajerial.
66

 

                                                             
65 Nor Hadi, ―Social Responsibility : Kajian Theoritical Framework , Dan 
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Teori pemangku kepentingan adalah genre teori yang 

mampu mencakup berbagai inti normatif. Inti normatif 

adalah upaya eksplisit untuk menjawab dua pertanyaan 

yang dihadapi semua perusahaan. Pertama, apa tujuan 

perusahaan? Dan kedua, kepada siapa manajemen memiliki 

kewajiban?.
67

 Stakeholdertheory mengatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholdernya (pemegang saham) kreditor, 

konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat analisdan 

pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang 

diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. 

Dengan pelaksanaan CSR diharapkan kinginan dari 

stakeholder dapat terakomodasi sehingga diharapkan akan 

menimbulkan hubungan yang harmonis antara perusahaan 

dan stakeholder. Hubungan yang harmonis otomatis akan 

menciptakan sebuah sustainability atau kelestarian 

perusahaan.
68

 Dengan demikian, apabila semakin baik 

pengungkapan CSR yang dilakukan maka, secara tidak 

langsung para Stakeholders akan meberikan dukungan 

penuh kepada perusahaan sehingga dapat memberikan nilai 

tambah yang positif dan tentunya sangat menguntungkan 

untuk perusahaan tersebut.  

Teori pemangku kepentingan adalah teori yang 

membahas mengenai manajemen dan etika organisasi.
69

 

Teori ini telah berkembang selama bertahun-tahun dan 

menjadi salah satu teori paling penting dalam membahas 

                                                             
67 Bidhan L Parmar et al., ―The Academy of Management Annals Stakeholder 
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68 Ibid., h. 404. 
69 Robert Phillips, R Edward Freeman, and Andrew C Wicks, ―WHAT 
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penciptaan nilai dan perdagangan di dunia bisnis. Bisnis 

adalah tentang bagaimana pelanggan, pemasok, karyawan, 

pemodal (pemegang saham, pemegang obligasi, bank dll), 

komunitas dan manajer berinteraksi dan menciptakan nilai. 

Oleh karena itu, orang utama dalam bisnis haruslah pemilik 

atau pemodal yang mengharapkan keuntungan finansial 

atas investasi mereka.
70

 Dengan keahlian khusus yag 

ditawarkan oleh perusahaan, karyawan mengharapkan 

upah, tunjangan dan kepuasan kerja dri perusahaan. 

Tingkat karyawan tertentu seperti tim manajemen 

diharapkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan dan memikul tanggungjawab yang lebih besar 

dibandingkan dengan yang lain. Pelanggan dan pemasok di 

sisi lain memperdagangkan sumberdaya produk dan 

layanan dengan perusahaan dan menerima manfaat dari 

sumberdaya yang diberikan oleh perusahaan. Pelanggan 

diharapkan puas dengan produk atau layanan yang 

diberikan, jika tidak, perusahaan harus memperbaiki 

ketidakpuasan apapun yang diajukan oleh pelanggan. 

Pemasok yang berkomitmen untuk membantu perusahaan 

berkinerja lebih baik adalah asset pperusahaan. Akhirnya, 

masyarakat lokal memberi perusahaan hak untuk 

membangun fasilitas dan, pada gilirannya, mendapatkan 

keuntungan dari basis pajak dan kontribusi ekonomi dan 

sosial perusahaan. Konsep seperti etika bisnis, tanggung 

jawab sosial dan kelestarian lingkungan menjadi wacana 

utama yang melibatkan masyarakat sekitar.
71

  

Sementara karyawan, pemasok, pelanggan, dan 

komunitas lokal merupakan pemangku kepentingan inti 

atau utama dari hampir setiap bisnis, pemangku 

kepentingan lainnya juga perlu untuk dipertimbangkan. Ini 

adalah pemangku kepentingan sekunder atau kelompok 

                                                             
70 Ibrahim et al., ―Youth as Stakeholders and Their Engagement towards 

Government Programmes (GP).‖ 
71

 Ibid., h.220. 
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pemangku kepentingan yang lebih besar yang juga dapat 

memengaruhi bisnis. Dampaknya mungkin tidak dilihat 

secara langsung dan langsung, tetapi mereka adalah 

komponen penting yang akan memastikan kelangsungan 

bisnis. Ini adalah kelompok seperti pemerintah, media, 

pesaing, kelompok kepentingan khusus serta organisasi non 

pemerintah.
72

 Jadi dapat diambil garis tengah mengenai 

Stakeholders Theory, yaitu sebuah penguungkapan CSR 

perusahaan sebagai cara untuk berkounikasi dengan para 

Stakeholders. Sehingga tujuan akhir yang didapat adalah 

perusahaan sukarela untuk menjalankan CSR, karena CSR 

sebagai bagian peran perusahaan kepada Stakeholder. 

 

C. Shariah Enterprise Theory 

Syariah Enterprise Theory merupakan suatu teori 

akuntansi tentang ekuitas atau kepemilikan  tentang suatu 

entitas. Secara teoritis, dapat disebutkan bahwa teori-teori yang 

telah lahir sebelum SET adalah Proprietary Theory, Entity 

Theory, Residual Equity Theory, Fund Theory, dan Enterprise 

Theory.  Syariah Enterprise Theory merupakan enterprise 

theory yang telah dimasukkan nilai-nilai keislaman di 

dalamnya. Syariah enterprise theory menyatakan bahwa 

pertanggungjawaban yang dilakukan bukan hanya kepada 

perusahaan saja, tetapi kepada Stakeholders yang lebih luas 

seperti manusia dan alam.
73

 Allah berfirman : 

  

QS. Al-A’raf ayat 85 

  ٌْ ْْتُ ُْ مُ ٌْ اِ ٌْ خَيْرٌ ىَّنُ ىِنُ وَلََ تفُْسِذُوْا فًِ الَْرَْضِ بعَْذَ اصِْلََحِهبَۗ ر 

 َ ِ ْيِْ ٍِ ؤْ ٍُّ  

                                                             
72

 Ibid., h. 220. 
73 M. Wahyudin Abdullah Aminah Salleh, Menyikapi Pemilu Berkeadaban : 

Wujudkan Demokrasi Yang “ Malebbi Warekkadan, Makkiade Ampena” (Sopan Dalam 
Bertutut Santun Dalam Berperilaku) (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Pers, 2019). 
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“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah 

(diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika 

kamu orang beriman”74
 

 

QS. As-Syu’ara ayat 181-183 

َِ )أ خْسِرِي َُ َِ اىْ ٍِ ( وَزِّىُا ببِىْقسِْطبَسِ ١٣١وْفىُا اىْنَيْوَ وَلََ تنَُىّىُا 

( ٌِ سْتقَيِ َُ (١٣١اىْ  

 ( َِ فْسِذِي ٍُ ٌْ وَلََ تعَْثىَْا فيِ الْْرَْضِ  (١٣٦وَلََ تبَْخَسُىا اىَّْبسَ أشَْيبَءَهُ  

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan 

orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. 

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi 

haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.‖75
 

 

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai 

khalifah di bumi harus bertanggungjawab terhadap apa yang 

telah dititpkan oleh Allah SWT sebagai sang pencipta, seperti 

bertanggungjawab dalam menjaga  kelestarian alam dan 

lingkungan, bertanggungjawab dengan apa yang telah 

dilakukan, berlaku adil terhadap sesama, dan tidak berbuat 

curang sehingga dapat merugikan orang lain dengan demikian 

kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertanggungjawab.   

 

Dalam Syariah Enterprise Theory aksioma terpenting yang 

harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah 

Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh 

sumberdaya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam 

shari’ah enterprise theory adalah Allah sebagai sumber amanah 

utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. 

                                                             
74 Departemen Agama Republik Indonesia, " Al-Quran Dan Terjemahnya" , 

(Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010), h. 161. 
75 Departemen Agama Republik Indonesia, " Al-Quran Dan Terjemahnya" , 

(Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010), h. 374. 
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Sedangkan sumberdaya yang dimiliki oleh para stakeholders 

pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya 

melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan 

cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. 

Enterprise theory memandang bahwa eksistensi  perusahaan  

tidak  terlepas  dari  kontribusi  para  partisipan (karyawan,  

kreditur,  pemerintah, dan  masyarakat).    Dengan  kata  

lain,bahwa sebuah perusahaan itu bisa eksis, karena perusahaan 

tersebutberinteraksi  dengan  ―masyarakat‖nya  sebagai  

konsekuensi  ―kontraksosial‖ (social contract) yang dilakukan 

perusahaan dengan masyarakat.
76

 

Dengan menempatkan Allah sebagai Stakeholder tertingi, 

maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan 

pada ―membangkitkan kesadaran ketuhanan‖ para 

penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah 

sebagai Stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah 

sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah 

bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syariah hanya 

dibangun berdasarkan dengan aturan atau hukum-hukum Allah. 

Stakeholder kedua dari SET yaitu manusia, yang dibedakan 

antara direct-stakeholders dan indirect stakeholders. Direct-

stakeholders merupakan pihak-pihak yang memberikan 

kontribusi secara langsung kepada perusahaan, baik 

berkontribusi dalam bentuk financial maupun kontribusi non 

financial. Karena mereka telah berkontribusi kepada 

perusahaan, maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan 

kesejahteraan dari perusahaan tersebut. Sedangkan yang 

dimaksud dengan indirect-stakeholders yakni pihak-pihak yang 

sama sekali tidak ikut serta dalam berkontribusi kepada 

perusahaan baik secara finansial maupun non finansial. Tetapi, 

                                                             
76 Iwan Triyuwono, ―Metafora Zakat Dan Shari’Ah Enterprise Theory 

Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari’Ah,‖ Jurnal Akuntansi dan 
Auditing Indonesia 5, no. 2 (2001): 131–145. 
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secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk 

mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.
77   

Stakeholder  terakhir dari  Syariah Enterprise Theory 

(SET) adalah alam. Alam merupakan pihak yang memberikan 

kontribusi bagi hidup sampai matinya sebuah perusahaan 

sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan dapat eksis 

secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi 

yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan 

bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain 

dengan menggunakan energy yang tersedia di alam, dan lain 

sebagainya. Namun, alam tidak  menuntut untuk  mendapatkan  

kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk  uang  seperti  

yang  diinginkan  oleh  manusia. Wujud distribusi  

kesejahteraan perusahaan yang dapat diberikan kepada alam 

adalah berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian 

alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lain.
78

   

Syariah Enterprise Theory memiliki karakter 

keseimbangan yang menyeimbangkan nilai egoistic dengan 

nilai altruistic serta nilai materi dengan nilai spiritual. 

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menjadikan SET tidak 

hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga pihak-

pihak lainnya. Karena itu, pandangan SET mengenai 

akuntabilitas, menyatakan bhwa terdapat tiga dimensi 

hubungan akuntabilitas, yaitu dimensi hubungaan pertama 

adalah kepada Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik 

tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di bumi ini, dimensi 

hubungan akuntabilitas yang kedua adalah hubungan antara 

manusia dengan manusia, dan yang terakhir adalah hubungan 

akuntabilitas kepada alam.
79

 

                                                             
77 Dori Novarela and Indah Mulia Sari, ―Pelaporan Corporate Social 

Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory (SET),‖ 
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019, h. 147. 

78 Ibid., h. 149. 
79 Sri Ujiana Putri, ―Analisis Akuntabilita Berbasis Syariah Enterprise Theory 

Untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar,‖ Jurnal Bidang Kajian 
Islam, Vol. 6, no. 2, Tahun, 2020, h. 192. 
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Akuntabilitas SET merupakan akuntabilitas yang bersifat 

holistik karena meliputi dimensi hubungan manusia dengan 

Tuhan (akuntabilitas spiritual), dimensi hubungan manusia 

dengan lingkungan alam (akuntabilitas ekologi), dan dimensi 

hubungan manusia dengan sesama manusia (akuntabilitas 

ekonomi dan akuntabilitas social). Selain itu, dimensi 

hubungan akuntabilitas meliputi aspek spiritual, yang berlaku 

dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Manifestasi 

akuntabilitas spiritual ini didasari bahwa semua aktivitas yang 

dilakukan adalah bernilai ibadah, dan amal kepada-Nya. Jalan 

yang ditempuh untuk melakukan kedua hal tersebut masuk 

dalam kategori jihad di jalan-Nya. Salah satu jalan jihad 

tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah (humanis, 

emansipatoris, transcendental dan teleologikal) dalam aktivitas 

bisnis.
80

   

 

 

 

Syariah Enterprise Theory pada prinsipnya merupakan 

konsep yang  menjelaskan  penggunaan Corporate Social 

Responsibility secara vertikal dan  horizontal, dan dalam 

konsep islam disebut dengan istilah hablum minallah dan 

hablum minannas. Konep SET ini mencakup beberapa dimensi 

seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu Tuhan, karyawan, 

pelnggan, dan alam.
81 Enterprise theory mengajukan beberapa 

konsep terkait dengan  pengungkapan tanggung jawab social 

sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah. Konsep-

konsep adalah:
82

 

 

1. Pengungkapan tanggung jawab social merupakan bentuk 

                                                             
80 Ibid., h. 193. 
81 Meldona et al., ―Corporate Social Responsibility Disclosure Through 

Sharia Enterprise Theory‖ 135, no. Aicmbs 2019 (2020): 171–179. 
82 Sigit Hermawan, Dan Restu, and Widya Rini, ―Pengelolaan Dana Zakat, 

Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Shariah Enterprise Theory,‖ Riset Akuntansi dan 
Keuangan Indonesia, Vol.  1, No. 1, Tahun 2016. 
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akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya 

ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari 

Tuhan sebagai tujuan utama. 

2. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki 

tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada 

seluruh stakeholders mengenai seberapa jauh institusi 

tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh 

stakeholders. 

3. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib 

(mandatory), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai 

salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah. 

4. Pengungkapan tanggung jawab social harus memuat 

dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan 

kepentinganpara stakeholders. 

5. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan 

tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga 

informasi yang bersifat kuantitatif.  
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